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	This article aims to provide solution to the above problem as well as to find the most effective way within the framework of fulfilling creditors’ rights during the bankruptcy process. The intellectually property of bankrupt companies will still be optimized if their intellectual properties play significant role for them. This study uses socio-legal method using economic approach to analyze legal issues contained therein. The result of this study gives information that optimizing intellectual property assets could only be implemented during the going concern stage. This could be understood considering that intellectual property assets are assets having specific function and therefore it has lowest value at the time of liquidation. Curators must use the going concern stage if they are willing to optimize intellectually property assets during the bankruptcy process. On the other side, to ensure the possibility of optimizing intellectual property assets during the bankruptcy process,  any concerned  party shall  take the  option  to  oppose the bankruptcy  application,  to  the  extent  possible,  by  way  of  filling  PKPU application.
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1.  Pendahuluan
Pertumbuhan bisnis yang semakin pesat harus senantiasa disesuaikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang bisnis tersebut, hal ini penting untuk mengarahkan pertumbuhan bisnis agar mampu membawa kesejahteraan masyarakat Indonesia.
 Kegiatan bisnis perlu terus didukung dengan peraturan perundang - undangan, karna tanpa peraturan perundang - undangan maka kegiatan bisnis hanyalah dominasi masyarakat kaya terhadap masyarakat miskin.
 Dengan mempertimbangkan negara Indonesia adalah negara berkeadilan sosial, maka yang dimaksud dengan keadilan di dalam sektor bisnis adalah  jika seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui sektor bisnis tersebut tanpa terkecuali.

Perusahaan   merupakan   bagian   penting   dari   entitas   bisnis   disamping masyarakat dan negara.
  Perusahaan merupakan pelaku bisnis, dengan demikian harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis. Perusahaan   menjalankan kegiatan untuk tujuan profit, perusahaan dapat berupa perusahaan perorangan maupun persekutuan perdata.
 Di dalam dunia bisnis perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) lebih diminati oleh investor, terutama setelah mengkaji tanggung jawab pendiri atas risiko bisnis perusahaan, serta kemampuan suatu perusahaan berkembang pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar.
  Jika ada dana besar pengusaha lebih memilih Perseroan Terbatas (PT) dibandingkan perusahaan dalam bentuk lain, investor dalam negeri maupun luar negeri pun juga demikian. Hal ini dikarenakan Perseroan  Terbatas  (PT)  merupakan  Badan  Hukum  Perdata  (Recht  Person), sebagai badan hukum perdata Perseroan Terbatas (PT) mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya dan bertanggung jawab secara mandiri atas perbuatan hukum yang mengatasnamakan perusahaan.

Kalau perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) mempunyai utang terhadap  pihak  tertentu,  organ-organ  Perseroan  Terbatas  (PT)  yakni  RUPS, direksi, dan komisaris tidak ikut menanggung utang-utang Perseroan Terbatas itu. Kecuali atas kesalahan atau kelalaian organ-organ Perseroan tersebut sehingga berakibat   lahirnya  utang-utang   Perseroan   Terbatas   (PT).   Gugatan   ataupun tuntutan materiil terhadap Perseroan Terbatas (PT) akan membebani harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan pasal 1131 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur bahwa harta benda milik Debitor turut menjadi jaminan atas utang-utang  Debitor,  berlaku  juga  jika  Debitornya  adalah  Perseroan  Terbatas (PT), karena Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum. Harta yang menjadi jaminan utang-utang Perseroan Terbatas adalah seluruh harta milik Perseroan Terbatas (PT) baik untuk harta kekayaan yang saat perikatan dibuat sudah ada atau belum  ada, baik berwujud maupun tidak berwujud.

Dewasa ini semakin berkembang metode penyelesaian permasalahan utang - piutang di dalam forum pengadilan, bahkan metode - metode tersebut tidak hanya disediakan untuk memperjuangkan hak kreditor namun juga untuk kepentingan Debitor  yang  mengalami  event  of  default.  Salah  satu  metode  yang  dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang adalah hukum kepailitan   yakni   penyelesaian   permasalahan   utang-piutang   melalui   forum kepailitan dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hal ini diatur di  dalam  Undang-undang No.  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  PKPU. Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sering dikenal dengan sebutan UUK dan PKPU merupakan payung hukum bagi kreditor dan Debitor yang ingin menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya melalui hukum kepailitan, dengan syarat Debitor memiliki lebih dari 1 (satu) orang kreditor dan terdapat sedikitnya 1 (satu) utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) akan berakibat pada sita umum terhadap harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT), dan jika terdapat aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di dalam harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT), maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ikut disita dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan Terbatas  (PT)  yang  jatuh  pailit. Hal ini  sepertinya  sudah  lazim mengingat kepailitan pada Debitor pada dasarnya merupakan kepailitan mengenai harta kekayaannya.8  Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang sedang dalam Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  baik  sementara  atau  tetap, harta  milik  Perseroan  Terbatas  (PT)  tidak  disita  namun  tetap  dikuasai  oleh Debitor.  Hanya  saja  pelaksanaan  perbuatan  hukum  menyangkut  harta kekayaannya harus dilakukan bersama dengan Pengurus.
  Tujuan utama PKPU adalah pengembalian utang-utang dan keberlanjutan usaha,
 hal ini tentunya berbeda dengan kepailitan yang lebih menekankan pada pemberesan, meskipun di dalam kepailitan juga terdapat perdamaian dan kegiatan meneruskan usaha perusahaan.
Hak   Kekayaan   Intelektual   (HKI)   diakui   oleh   negara  melalui   beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disesuaikan dengan sejumlah konvensi internasional seperti Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The World Trade Organization, Paris Convention for The Protection of Industrial Property, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual  Property  Rights  1967,  Berne  Convention  for  The  Protection  of Literary and Artistic Works, Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits dsb., dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) benar-benar sudah diakui di Indonesia sebagai bagian dari aset perorangan, kelompok, ataupun badan hukum. Seperti halnya aset-aset lain yakni tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan perhiasan  yang masing- masing mempunyai nilai, aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga mempunyai nilai. Aset HKI merupakan benda  bergerak karena dapat diperalihkan dari satu tangan ke lain tangan, dan benda tidak berwujud karena tidak mempunyai bentuk yang bisa dilihat.
Oleh karena HKI termasuk benda, dengan demikian HKI mengikuti konsep pengaturan hukum benda sebagaimana terdapat di dalam buku II KUHPerdata. Hak kebendaan (droit de suit) mengikuti bendanya, hak kebendaan (droit de suit) dapat dialihkan hak miliknya ataupun penguasaannya, hak kebendaan (droit de suit) dapat menjadi jaminan di dalam kegiatan   transaksi keuangan. Penyebutan hak ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan mengenai HKI semakin menegaskan bahwa HKI merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang, karena HKI dapat menghasilkan suatu keuntungan jika diperalihkan kepemilikannya, dijaminkan, ataupun dilisensikan.
Pada praktiknya implementasi Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  dan  PKPU  pun  ternyata  masih  belum  sepenuhnya  memberikan kepuasan bagi para pebisnis, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelemahan pada Undang-undang Kepailitan. Ketentuan di dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU banyak yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan ketentuan- ketentuan di luar kepailitan, sehingga penafsiran terhadap ketentuan - ketentuan itu sangat tergantung pada subjek hukum yang menjalankannya.

Kurator dan Balai Harta Peninggalan (BHP) di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan Pengurusan dan  pemberesan harta pailit, lebih sering hanya mendasarkan pada satu undang-undang saja yakni Undang-undang Kepailitan dan PKPU, padahal di beberapa Undang-undang lain juga terdapat aturan  mengenai  kepailitan  sebagai  contohnya  adalah  ketentuan  pailit  yang terdapat di dalam beberapa Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri misalnya, pada Pasal  31  ayat  (1)  huruf  e  diatur  bahwa  pengalihan  HKI  mungkin  dilakukan melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang, dan contoh sebab-sebab yang dibenarkan menurut undang-undang ini adalah sebab likuidasi ataupun kepailitan.

Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas juga diatur mengenai pertanggungjawaban tak terbatas direksi Perseroan Terbatas (PT) jika perbuatan hukum direksi Perseroan Terbatas (PT) menyebabkan Perseroan Terbatas (PT) jatuh pailit, dengan berdasarkan pada kesalahan atau pun kelalaian direksi maka Kurator dapat menuntut pertanggungjawaban direksi secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas (PT).
 Demikian juga ketentuan mengenai gugatan pembatalan perbuatan direksi Perseroan Terbatas (PT) yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas (PT) padahal perbuatan hukum tersebut tidak wajib dan tidak penting bagi Perseroan Terbatas (PT), maka perbuatan hukum direksi tersebut juga bisa dibatalkan melalui gugatan actio pauliana.

Kurator jarang menuntut pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kesalahan hingga perusahaan pailit, Kurator juga jarang melakukan gugatan actio pauliana untuk membatalkan perbuatan hukum direksi yang tidak wajib dan tidak penting bagi perusahaan, walaupun menuntut pertanggungjawaban   direksi   Perseroan   Terbatas   (PT)   ataupun   mengajukan gugatan pembatalan atas perbuatan hukum direksi Perseroan Terbatas (PT) yang tidak wajib dilakukan oleh perseroan dan tidak penting bagi perseroan, sama-sama bermanfaat untuk mengoptimalkan harta pailit. Di dalam praktik Kurator jarang melakukan tindakan-tindakan ini karena permasalahan waktu dan biaya, mengusut pertanggungjawaban   direksi   perseroan   maupun   mengajukan   gugatan   actio pauliana keduanya membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit sementara hasilnya belum tentu didapatkan.

Ketentuan mengenai peralihan HKI dibeberapa Undang-undang mengenai HKI seperti pada uraian di atas secara spesifik menyebutkan HKI adalah aset yang dapat  digunakan  untuk  pemenuhan  putusan  kepailitan,  meskipun  di  dalam Undang-undang Kepailitan sama sekali tidak terdapat pengaturan mengenai hal ini. Setidaknya ada opini dari pembentuk undang-undang bahwa HKI adalah aset yang potensial untuk dimanfaatkan guna mengoptimalkan perolehan hak kreditor di dalam kepailitan Perseroan Terbatas (PT). Harapannya adalah aset HKI bisa dioptimalkan guna menambah perolehan harta pailit, sehingga hak kreditor pun dapat diperjuangkan secara optimal, namun demikian atas pertimbangan waktu dan biaya tidak menutup kemungkinan Kurator juga tidak memaksimalkan Pengurusan atas aset HKI ini, padahal aset HKI merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis.
Dewasa ini tangible asset (aset berwujud) saja yang diurus dan dibereskan oleh Kurator, sementara untuk Intangible asset (aset tak berwujud) hanya akan diurus dan dibereskan jika aset tersebut sudah pasti ada nilainya, dan memiliki nilai atau tidak  aset  HKI  ditentukan  dengan  mendasarkan  dokumen-dokumen  terkait. Praktik pengelolaan aset HKI sebagai intangible asset (aset tak berwujud) oleh Kurator sangat tergantung pada ada atau tidak kontrak lisensi terkait dengan HKI tersebut, sehingga hanya piutang Debitor berdasarkan pada kontrak lisensi yang menjadi bahan awal untuk penelusuran hak Debitor terkait dengan HKI. Jika sebelumnya  tidak  pernah  dibuat  kontrak  lisensi  maka  Kurator  tidak  pernah melihat HKI sebagai aset yang perlu untuk diurus dan dibereskan.

Di dalam praktik Kurator tidak serius di dalam mempertimbangkan HKI milik Debitor  untuk  pemenuhan  utang-utang  Debitor  terhadap  kreditornya,  dengan alasan bahwa HKI merupakan aset yang tidak pasti sehingga kalaupun dikelola maka membutuhkan waktu yang lama dan hasilnyapun tidak pasti. Sementara Kurator dituntut untuk melakukan Pengurusan dan pemberesan secara cepat agar kreditor segera memperoleh haknya, selain itu terdapat larangan bagi Kurator melakukan Pengurusan harta pailit yang justru berakibat nilai harta pailit berkurang.   Setidaknya   karena   alasan-alasan   ini   banyak   HKI   yang   tak terberdayakan meskipun sebenarnya dapat dioptimalkan untuk pemenuhan utang- utang Debitor terhadap para kreditornya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak jarang dijadikan sebagai mekanisme mencegah kepailitan, dengan mengingat Pasal 229 ayat (3) UUK   dan   PKPU   secara   tegas   menyatakan   bahwa   “Apabila   permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu”. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya mengakomodir kepentingan Debitor, meskipun PKPU mungkin juga diajukan oleh kreditor.
 Perusahaan yang mempunyai  rasio profitabilitas dan tingkat solvabilitas baik, tidak harus mengambil langkah pailit di dalam penyelesaian utang-utangnya karena kepailitan hanya akan berakibat pada bubarnya perusahaan.

Kreditor separatis prefer terhadap kepailitan dibandingkan PKPU, mengingat waktu tunggu kreditor separatis di dalam kepailitan hanyalah 90 (sembilan puluh) hari atau bahkan bisa lebih cepat dari itu jika Debitor mengalami insolvensi lebih awal, sedangkan waktu tunggu kreditor separatis di dalam PKPU adalah 270 (dua ratus  tujuh  puluh)  hari  dihitung  dari  putusan  PKPU  sementara  diucapkan, meskipun dapat lebih dulu jika PKPU berakhir lebih awal. Kalau di dalam kepailitan Kurator bertanggung jawab atas kerugian harta pailit, di dalam PKPU Pengurus juga bertanggung jawab atas kerugian harta Debitor. Seperti  halnya Kurator, Pengurus mempunyai tugas mempertahankan nilai atau menaikkan nilai aset  Debitor pada masa  menjalankan  tugasnya.  Pasal  234  ayat  (4)  UUK  dan PKPU menentukan bahwa “Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas Pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor”.
Sangat  menarik  untuk  diketahui  terkait  dengan  tindakan  yang  paling  tepat untuk aset HKI pada saat kepailitan maupun pada saat PKPU, karena keduanya menyediakan fase perdamaian. Fase pemberesan meskipun hanya ada pada kepailitan, namun secara tidak langsung juga tersedia di dalam PKPU karena ditolaknya  permohonan  perdamaian  dalam  PKPU  atau  gagalnya  perdamaian dalam PKPU pada akhirnya akan berakibat kepailitan. Aset-aset HKI yang terdiri dari paten, merek, cipta, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, masing-masing mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda sehingga cara mengoptimalkan aset-aset tersebut tentunya juga berbeda. Khusus untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tertentu yang mungkin hanya bisa dioptimalkan melalui cara going concern maka memilih PKPU adalah  langkah  yang tepat, sementara  khusus  untuk  HKI  yang memiliki  nilai maksimal  melalui  likuidasi maka cara yang paling tepat adalah kepailitan.
Aset-aset HKI harus dioptimalkan dalam rangka pemenuhan utang-utang Perseroan Terbatas (PT) baik dalam Kepailitan maupun PKPU, karena HKI mempunyai   sifat   eksklusif   bagi   pemiliknya   maka   HKI   mempunyai   nilai ekonomis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi berasal dari kata optimal yang mempunyai arti paling tinggi, paling baik, paling menguntungkan.  Mengoptimalkan  berarti  menjadikan  sesuatu  menjadi  paling baik,   paling   tinggi,   atau   paling   menguntungkan   sedangkan   optimalisasi merupakan suatu proses mengoptimalkan atau suatu proses untuk menjadikan sesuatu paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas.
 Berdasarkan teori tersebut penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah proses dan sarana suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang terbaik tanpa mengurangi mutu dan kualitas pekerjaan tersebut. Optimalisasi aset HKI  berarti  tindakan  mengoptimalkan  aset  HKI  yakni  suatu  proses  untuk menjadikan aset HKI benar-benar terberdayakan, melakukan tindakan yang paling maksimal untuk aset HKI sehingga aset HKI memiliki nilai paling tinggi atau paling baik.  Nilai merupakan manfaat dari suatu kepemilikan yang akan datang, nilai suatu aset merupakan kemanfaatan ekonomis atas suatu aset.

Tindakan tidak mengoptimalkan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan berakibat menurunnya nilai aset dan menimbulkan kerugian besar pada budel pailit jika pengoptimalan aset Hak Kekayaan  Intelektual (HKI) tersebut tidak dilakukan   saat   kepailitan,   dan   akan   berakibat   rugi   bagi   Debitor   jika pengoptimalan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dilakukan saat PKPU. Kurator betanggung jawab atas tindakan Pengurusan dan pemberesan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI), demikian juga Pengurus mempunyai tanggung jawab atas pengoptimalan aset HKI pada saat Pengurusan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu menjadi bagian dari pertimbangan Pengurus, Debitor, dan kreditor di dalam memilih kepailitan atau PKPU, atau pertimbangan hakim di dalam memutuskan dikabulkan atau tidak PKPU tetap.
2.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sosiologis   atau socio - legal research yakni penelitian yang berpedoman pada langkah-langkah observasi dan analisa yang bersifat empiris-kuantitatif.
   Pada awalnya ditujukan untuk meneliti data sekunder selanjutnya penelitian dilakukan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.
  Penelitian ini ditujukan dalam rangka mengetahui efektifitas hukum di dalam realita dan mencari solusinya.
   Penelitian akan dilakukan melalui wawancara mendalam (in depth interview), dengan para narasumber yang kompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis hingga mampu menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini terbagi ke dalam dua tahapan, tahapan pertama adalah penelitian terhadap data sekunder, selanjutnya diikuti   tahapan kedua yakni penelitian terhadap data primer di lapangan,  sehingga  data  yang  akan  diperoleh  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  

3.  Hasil dan Pembahasan 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Perseroan Terbatas (PT) dalam kajian hukum merupakan harta Debitor yang menjadi bagian dari budel pailit jika Persoran Terbatas (PT) dinyatakan pailit, karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan Perseroan Terbatas (PT).
  Pasal 21 UUK dan PKPU mengatur  bahwa  “Kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaaan  Debitor  pada  saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Saat Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  maka  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  milik Perseroan   Terbatas   (PT)   berada   pada   status   pengawasan   sehingga   segala perbuatan hukum Perseroan Terbatas (PT) menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut hanya bisa dilakukan bersama Pengurus, ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 240 ayat (1) UUK dan PKPU yang bunyinya adalah “Selama penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  Debitor  tanpa  persetujuan  Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kePengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagaian hartanya”.
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  kekayaan  milik  Perseroan Terbatas (PT) karena pengertian dari kekayaan Perseroan Terbatas (PT) adalah benda milik Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai nilai ekonomis, diakui dan dilindungi oleh hukum, dan dapat dialihkan kepada pihak lain.
  Pada Pasal 499 KUH Perdata telah disebutkan pengertian benda yakni tiap - tiap barang dan tiap - tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang bisa dikuasai oleh hak milik, karena Undang-undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menentukan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang hak kepemilikannya bisa dipindahkan melalui jual beli, hibah, waris, wasiat, dan perjanjian - perjanjian lainnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas (PT) merupakan aset Perseroan Terbatas (PT) sehingga jika Perseroan Terbatas (PT) mengalami kepailitan atau PKPU maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk pemenuhan utang-utang Perseroan Terbatas (PT) terhadap para kreditornya.
Peraturan perundang - undangan tidak menentukan secara khusus mengenai cara   mengoptimalkan   Hak   Kekayaan   Intelektual   (HKI)  saat   pemilik   Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami kepailitan dan PKPU, dengan demikian Kurator dan Pengurus bebas untuk menentukan cara yang paling tepat di dalam melakukan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hanya saja jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 234 UUK dan PKPU, pada kedua Pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Kurator dan Pengurus bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Debitor jika cara Kurator dan Pengurus di dalam  melakukan  tindakan-tindakannya berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menimbulkan kerugian bagi budel pailit atau menimbulakan kerugian bagi harta Debitor dalam PKPU.

Di dalam hasil dan pembahasan terlebih dahulu akan  disajikan  data  hasil  penelitian khususnya mengenai hambatan-hambatan di dalam melakukan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat kepailitan dan PKPU, serta tindakan apa yang dilakukan oleh Kurator dan Pengurus di dalam mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Data hasil penelitian tersebut akan dianalisa dalam perspektif hukum dan ekonomi, sehingga diketahui apakah optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diberlakukan di dalam praktik mampu memberi keuntungan bagi budel pailit dan mampu memberi keuntungan bagi harta Debitor dalam PKPU. Di dalam bagian pembahasan juga akan disajikan tindakan hukum yang paling layak untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat kepailitan dan PKPU, tentunya dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi.
This section is the most important section of your article. The analysis or results of the research should be clear and concise. The results should summarize (scientific) findings rather than providing data in great detail. Please highlight differences between your results or findings and the previous publications by other researchers.
3.1.  Hasil Penelitian
A. Faktor-faktor yang menghambat Kurator dan Pengurus dalam rangka mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat Kepailitan dan PKPU 
(1) Dalam Kepailitan

Pada dasarnya melakukan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat kepailitan akan sangat tergantung pada sebab - sebab kepailitan, selain faktor di luar itu yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yakni legalitas HKI dan sifat HKI. Perusahaan yang dipailitkan jika alasan kepailitan perusahaan adalah karena salah kelola arus kas (mis-management in cash flow) dan bukan karena produksinya yang tidak laku maka idealnya Kurator dapat meminta pendapat ahli untuk menentukan apakah perusahaan tersebut akan diteruskan atau tidak, menentukan diteruskan atau pun tidak usaha perusahaan harus dengan mempertimbangkan aset  Hak Kekayaan  Intelektual (HKI) milik perusahaan.
 Mengapa demikian, karena dalam kondisi ini kepailitan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perusahaan.
Kalau pun pada akhirnya usaha perusahaan harus dihentikan, maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perusahaan bisa dijual kepada pihak lain. Contohnya adalah perusahaan pemilik merek sepatu yang akhirnya jatuh pailit
atas alasan kesalahan managemen di internal perusahaan, maka Kurator dapat menjual Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas sepatu baik desain maupun mereknya kepada pihak lain yang melihat peluang bahwa sepatu tersebut tetap digemari dipasaran. Melakukan penjualan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tentunya tidak terlalu sulit, sejauh hal itu dilakukan berdasarkan prinsip hukum pengalihan benda bergerak. Hal ini berbeda dengan kepailitan suatu perusahaan yang terjadi karena alasan faktor utamanya seperti produk perusahaan yang tidak laku atau tidak diminati di pasaran, tentunya memperjuangkan aset Hak Kekayaan Intelektual  (HKI)   menjadi   tidak   terlalu   penting.173     Optimalisasi   aset   Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan cara-cara di atas, sepertinya hanya dikenal secara teori karena dalam praktiknya sangat sulit diterapkan.

Faktor- faktor yang menghambat di dalam melakukan optimalisasi HKI pada saat kepailitan adalah pertama, nilai  HKI  susah  ditentukan  oleh  Appraisel,  sehingga  tidak  mudah  untuk menjualnya.
 Kedua, Ada HKI yang dimiliki oleh Debitor namun belum didaftarkan sehingga belum dapat dikatakan bahwa Debitor adalah pemilik hak yang sah dari HKI tersebut.
 Ketiga, HKI yang dimiliki Debitor sedang dalam sengketa dengan pihak ketiga.

(2) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayarana Utang (PKPU)
B. Cara Mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jika Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit atau Mengalami PKPU
Secara mayoritas Pengurus tidak mempunyai pengalaman mengenai cara melakukan optimalisasi aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di dalam PKPU, karena tindakan yang dilakukan Pengurus adalah  mengusulkan  perdamaian kepada para Kreditornya.
  Apabila terdapat tindakan lain di luar perdamaian, tindakan tersebut hanya berupa tindakan bersama Debitor meneruskan usaha perusahaan. Pengurus tidak pernah melakukan tindakan - tindakan yang khusus untuk aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hambatan - hambatan menyangkut tindakan Pengurus terhadap aset - aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak banyak dirasakan pada  saat  PKPU,  karena  putusan  PKPU  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan - kegiatan perusahaan yang sebelumnya sudah dilakukan.
  Hanya saja ada pihak - pihak tertentu yang mulai mengantisipasi kemungkinan terburuk Debitor akan dinyatakan pailit jika perdamaian di dalam PKPU  gagal  dilakukan,  sehingga  pihak-pihak  tersebut  menghentikan  kegiatan dengan Debitor.
3.2.  Pembahasan

A. Faktor-faktor Penghambat Kurator dan Pengurus dalam rangka mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
(1) Hambatan bagi Kurator dan tindakan yang dilakukan oleh Kurator di dalam melakukan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Sejauh ini Kurator kurang maksimal di dalam memanfaatkan harta Debitor khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena beberapa alasan: Pertama, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang seharusnya didaftarkan belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI. Kedua, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang disengketakan di Pengadilan. Ketiga, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta sulit ditentukan nilainya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Kurator menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat terbatas yakni mengupayakan agar Debitor mendapatkan royalti yang seharusnya didapatkan menurut kontrak lisensi yang telah dibuat, atau menjual aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika hal itu dimungkinkan.

Alasan yang paling mendasari mengapa Kurator tidak mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum didaftarkan. Tindakan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya dilakukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar dan masih memiliki nilai saat perusahaan pailit, dengan cara melanjutkan perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dulunya sudah ada dan melikuidasi aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Jika mungkin dilikuidasi maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dilikuidasi, namun hal ini tergantung pada calon pembeli yang akan membelinya. Perusahaan di bidang pertambangan, perusahaan di bidang penerbangan, dan perusahaan di bidang konstruksi yang tidak pernah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak berarti tidak memiliki aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Cipta dan Hak Rahasia Dagang merupakan jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir tanpa pendaftaran dan tidak akan musnah karena kepailitan. Rata-rata Kurator memiliki pemahaman yang kurang baik mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya dipahami sebagai hak yang terdaftar.

Kurator kurang profesional di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pemanfaatan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Debitor.  Undang-undang tidak melarang Kurator untuk tidak melakukan tindakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) namun terlebih dahulu harus mengkaji kapasitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan melibatkan para pakar atau para ahli. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang teridentifikasi sebagai bagian budel pailit harus dinilai apakah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut bisa dioptimalkan atau tidak. Tidak mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena beberapa hambatan seperti disebut sebelumnya bisa diterima jika terdapat alasan yang sah contohnya adalah aset-aset lain yang nilainya lebih besar akan terganggu karena tindakan yang hanya ditujukan untuk optimalisasi HKI, atau Debitor tidak kooperatif dan tidak bersedia menunjukkan aset-aset Hak Kekayaan Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Rahasia Dagang, atau Hak Kekayaan Intelektual sudah tidak mempunyai nilai ekonomis baik karena habis masa waktu kepemilikannya  atau  faktor  keusangan,  dsb.  Tanpa alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, tindakan Kurator berpotensi menimbulkan kerugian bagi harta Debitor sehingga Kurator harus bertanggung jawab atas hal ini.

Permasalahan yang terdapat pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus diselesaikan, seperti mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang belum terdaftar tapi dianggap memiliki nilai tinggi dan bisa dikembangkan setelah pendaftaran, meneruskan proses penyelesaian sengketa menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pengadilan jika itu mampu menaikkan nilai harta Debitor. Kurator tidak perlu ragu di dalam memanfaatkan para pakar atau para ahli untuk memperoleh rekomendasi mengenai tindakan yang paling tepat untuk aset - aset Debitor. Kurator tidak wajib menilai sendiri Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika Kurator tidak mempunyai kompetensi untuk itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dinilai bersama dengan aset - aset Debitor di awal proses Pengurusan dan pemberesan dengan melibatkan lembaga jasa penilaian aset (appraisel).

Permasalahan yang sering terjadi di dalam praktik adalah Kurator tidak memasukkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di dalam budel pailit, karena sebelumnya perusahaan sebagai pemilik HKI juga tidak memasukkan aset HKI di dalam laporan perusahaan. Apabila dikaji secara singkat alasan Kurator bisa diterima terlebih jika pertimbangannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih dalam sengketa atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum mempunyai legalitas karena belum didaftar. Berdasarkan pada alasan - alasan tersebut maka tidak   salah   jika   Hak   Kekayaan   Intelektual (HKI) pada akhirnya   tidak dioptimalkan, namun demi menjamin kepastian hukum seharusnya Kurator menyampaikan alasan - alasan dan pertimbangannya di dalam laporan Kurator. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perseroan merupakan aset milik perseroan meskipun aset tersebut tidak dicatat di dalam laporan keuangan.
 Pada saat perseroan mengalami kepailitan maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) demi hukum masuk dalam budel pailit meskipun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut tidak dicatat di dalam laporan keuangan perseroan.

Di dalam Undang - undang diatur mengenai alasan hapusnya kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa hapus karena: Pertama, dicabut oleh pemiliknya. Kedua, dicabut oleh pemerintah karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak digunakan, tidak dibayar iuran tahunan khusus untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pemanfaatannya mensyaratkan iuran tahunan, atau dibatalkan oleh pihak ketiga melalui gugatan di  Pengadilan.  Ketiga, dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain. Keempat, karena lewat jangka waktu. Kalau kita perhatikan alasan- alasan yang menghapus hak kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di atas tidak terdapat alasan yang menghapus kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena   Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dicatat di dalam laporan keuangan. Dengan demikian Kurator tetap bertanggung jawab atas pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terlepas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut dicatatkan atau tidak di dalam laporan keuangan, karena dalam kepailitan tugas Kurator adalah melakukan Pengurusan seluruh harta milik Debitor dan tidak terbatas pada harta milik Debitor yang tercatat di dalam laporan keuangan Debitor.

Tindakan Kurator mendiamkan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat menyebabkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kehilangan nilainya karena tidak bisa dimanfaatkan lagi, misalnya:

1) Kurator tidak membayar Iuran tahunan untuk pemanfaatan Paten yang dimiliki perusahaan, padahal Undang-undang mewajibkan.

2) Kurator tidak memanfaatkan Merek dalam kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut;

3) Kurator tidak memperpanjang Merek yang telah habis masa berlakunya.

Tindakan Kurator terhadap aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga akan berpengaruh pada turunnya nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bahkan dapat berakibat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dimanfaatkan. Paten yang tidak pernah diproteksi dari keusangan, merek yang tidak pernah diiklankan secara intensif, Hak Rahasia Dagang yang tidak dilindungi dari pemanfaatan illegal Hak Rahasia Dagang, demikian juga dengan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya jika tidak dimanfaatkan maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut akan terus mengalami penyusutan nilai.

Kurator harus bertanggung jawab jika harta pailit (budel pailit) mengalami kerugian karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dioptimalkan, hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 72 UUK dan PKPU bahwa “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan  atau  kelalaiannya dalam  melaksanakan tugas  Pengurusan  dan/atau  pemberesan  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap harta pailit”. Harta Pailit dalam ketentuan pasal ini hendaknya dimaknai sebagai seluruh harta Debitor, untuk itu yang dimaksud dengan kerugian harta Debitor tidak berarti kerugian pada setiap aset milik Debitor, karena boleh jadi posisi satu aset dalam perusahaan tidak terlalu penting atau mempunyai nilai kecil sehingga melakukan tindakan hukum hanya untuk keuntungan satu aset belum  tentu mampu membawa keuntungan terhadap budel pailit.

Meningkatkan nilai aset tertentu tidak identik  dengan  meningkatkan  nilai budel pailit, oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu kapasitas aset bagi keuntungan perusahaan. Harus dilakukan kajian terlebih dahulu melalui tingkat profitabilitas dan solvabilitas perusahaan,
 dan HKI dimasukkan sebagai unsur yang harus dipertimbangkan, selanjutnya disimpulkan tindakan apa yang harus dilakukan untuk perusahaan yakni apakah mengajukan permohonan PKPU, menerima permohonan pailit, melakukan going concern, ataupun melakukan restrukturisasi perusahaan. Jika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya mempunyai nilai kecil jika dibandingkan aset-aset lain, sementara tindakan untuk optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak menguntungkan bagi aset - aset lain yang mempunyai nilai lebih besar maka tindakan memilih untuk meneruskan usaha perusahaan (going concern) hanya untuk menyelamatkan nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dirasa kurang tepat.

Kondisinya lain jika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai nilai tinggi dan menentukan jika dibandingkan aset - aset lainnya atau mempunyai pengaruh besar dalam perolehan kas perusahaan, maka Kurator wajib memprioritaskan kegiatan optimalisasi terhadap aset-aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Contohnya adalah aset merek “P” di dalam laporan keuangan PT “M” tahun 2003 dan 2004 tercatat sebagai aset yang memiliki nilai nominal paling tinggi jika dibandingkan dengan aset - aset lain di dalam perusahaannya, yakni :

1) Pada tahun 2003 nilai merek dagang setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah Rp. 400.114.328.726,-

2) Pada tahun 2004 nilai merek dagang setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah Rp. 402.566.872.837,-

Apabila PT “M” dimohonkan pailit, maka tindakan hukum yang sebaiknya dipilih adalah kegiatan optimalisasi terhadap merek “P” melalui going concern, hal   ini   bisa   dilakukan   dengan   cara   mengajukan   permohonan   Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada sidang pertama proses pemeriksaan permohonan pailit. Seandainya PT “M” telah diputus pailit, maka Kurator sebaiknya mengusulkan agar kegiatan usaha perusahaan tetap berjalan, sehingga merek bisa dioptimalkan melalui going concern meskipun pada akhirnya dijual. Namun demikian, tidak berarti untuk dapat dipilih tindakan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maka aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus menjadi aset yang paling dominan dalam perusahaan atau harus tercatat di dalam laporan keuangan perusahaan.

Selain minimnya pemahaman Kurator berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dikalangan Kurator sendiri belum ada kesamaan mengenai cara mengoptimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ada sebagian Kurator bependapat bahwa aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebaiknya dioptimalkan dengan cara menjualnya secara terpisah dari perusahaanya, ada yang berpendapat bahwa aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebaiknya dioptimalkan dengan menjual Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bersama dengan perusahaannya, meskipun mayoritas Kurator memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena tidak ada nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat perusahaan dinyatakan pailit.

Peraturan perundang-undangan juga tidak menentukan cara-cara tertentu di dalam melakukan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga segala sesuatunya dikembalikan pada kebijakan masing-masing Kurator di dalam melakukan Pengurusan dan pemberesan. Hanya saja Kurator wajib bertanggung jawab jika budel pailit akhirnya merugi akibat kebijakan yang dipilihnya.

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam praktik seperti tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk mengkaji nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat kepailitan dan pada saat PKPU. Perbedaan antara nilai Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  pada  saat  kepailitan  dan  pada  saat  PKPU  akan diuraikan di dalam pembahasan berikutnya.
(2) Hambatan bagi Pengurus dan Cara Pengurus melakukan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual
Pada dasarnya tidak ada hambatan yang berarti bagi Pengurus di dalam melakukan optimalisasi aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena keadaan perusahaan pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak jauh berbeda dengan keadaan perusahaan pada saat going concern, aset - aset Debitor tidak disita dan aktivitas perusahaan tetap berjalan normal.
  Hanya saja permasalahan di dalam praktik seperti dijelaskan di dalam data hasil penelitian adalah Pengurus hanya aktiv dalam kegiatan perdamaian antara Debitor dengan para Kreditornya, sebaliknya sangat pasif di dalam menyikapi persoalan menyangkut aset - aset Debitor dan kegiatan usaha Debitor.

Apabila Pengurus melakukan monitoring atas kegiatan Debitor menyangkut harta perusahaan, kenyataannya masih belum jelas sejauh mana tindakan monitoring tersebut dilakukan. UUK dan PKPU tidak menentukan tindakan - tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Pengurus menyangkut harta Debitor, namun tidak berarti Pengurus dibolehkan untuk tidak profesional di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, jangan sampai harta Debitor khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) turun kemanfaatannya karena tindakan Pengurus yang kurang profesional. Untuk itu menurut peneliti Pengurus juga harus melakukan tindakan maintenance aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara baik, Pengurus  harus  pro  aktif  dalam  rangka  pemanfaatan  aset  -  aset  Hak Kekayaan Intelektuan dan asset-aset lain miliki Debitor. Pengurus tidak
dapat meremehkan pentingnya tindakan optimalisasi aset Debitor, karena dapat diterimanya usulan perdamaian tentu tidak terlepas dengan kemanfaatan usaha Debitor, dapat diterima atau tidak suatu usulan damai juga tidak terlepas dari kemampuan aset-aset Debitor di dalam memberikan keuntungan terhadap kegiatan usaha perusahaan.

Sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurus harta Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Pengurus yang tidak melakukan tindakan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada waktu Pengurusan harus bertanggung jawab jika karena itu aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai nilai rendah atau bahkan tidak lagi mempunyai nilai karena hilang kemanfaatannya.
   UUK dan PKPU pada Pasal 234 ayat (4) mengatur bahwa “Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas Pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor”. Meskipun Pengurus bertindak bersama Debitor di dalam mengurus aset- aset Debitor, tidak berarti Pengurus dibebaskan dari tanggung jawabnya.

Di dalam kepailitan Kurator dibolehkan untuk tidak melakukan tindakan- tindakan hukum dalam rangka pemanfaatan HKI jika tindakan untuk pemanfaatan HKI justru berpotensi merugikan budel pailit, namun di dalam PKPU Pengurus wajib untuk melakukan optimalisasi HKI. Di dalam PKPU tidak ada pilihan bagi Pengurus untuk melakukan tindakan pemanfaatan HKI atau mengesampingkan HKI, karena setelah putusan PKPU kegiatan perusahaan masih berjalan normal sehingga seluruh aset Debitor harus dimanfaatkan untuk urusan Debitor. Hanya saja yang membedakan adalah kalau sebelum putusan PKPU Debitor dapat menjalankan urusannya sendiri, setelah putusan PKPU Debitor tidak dapat melakukan urusannya sendiri namun harus melakukannya bersama dengan Pengurus. Pengurus tidak hanya bertanggung jawab atas upaya damai antara Debitor dan para Kreditornya, tapi juga bertanggung jawab atas seluruh aset milik Debitor yang ada pada kePengurusannya.
B. Cara Mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Kepailitan dalam PKPU 
Any inability to make ends meet resulted not from an inability to service debt but rather from an inability to produce revenue that exceeded its ongoing operating costs. In these circumstances, financial distress was synonymous with economic  distress.
   Perlu  dikaji  terlebih  dahulu  mengenai  alasan ketidakmampuan  perusahaan  di  dalam  memenuhi  utang  -  utang  perusahaan, apakah   ketidakmampuan   perusahaan   untuk   membayar   utang   -   utangnya disebabkan karena perusahaan benar - benar tidak mampu mempertahankan eksistensinya atau ketidakmampuan perusahaan semata - mata disebabkan karena ketidakmampuan  perusahaan  menghasilkan  pendapatan  melebihi  biaya operasional. Kondisi keuangan perusahaan dimana menunjukkan penghasilan pendapatan (TR) lebih kecil dari biaya operasional (TVC) adalah kesulitan keuangan karena faktor kesulitan ekonomi, tidak ada salahnya perusahaan yang ada pada kondisi ini diberi kesempatan untuk melakukan going concern. Menurut UUK dan PKPU going concern dapat dilakukan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kepailitan dan PKPU menimbulkan kondisi yang berbeda, secara yuridis Perseroan   Terbatas   (PT)   yang   dinyatakan   pailit   tidak   lagi   mempunyai kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum menyangkut harta kekayaannya, sehingga segala tindakan hukum berkaitan dengan harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) yang diputus pailit hanya dapat dilakukan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP).
 Saat PKPU, Perseroan yang berada dalam status  penundaan  masih  mempunyai  kewenangan  melakukan  tindakan menyangkut harta kekayaan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan bersama dengan Pengurus.
 Dua konsekuensi yuridis ini akan berpengaruh pada nilai aset khususnya HKI, mengingat HKI termasuk intangible asset sehingga mempunyai sifat yang tidak berbeda dengan intangible asset pada umumnya.

Seperti telah diuraikan pembahasan sebelumnya, bahwa faktor - faktor yang menentukan nilai suatu aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disamping metode penilaian yang digunakan dan tujuan penilaian, juga terdapat faktor - faktor lain seperti faktor kemampuan   aset   Hak   Kekayaan   Intelektual (HKI) di   dalam   memberikan kontribusi terhadap usaha. Adapun kemampuan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa dipengaruhi faktor legalitas kepemilikan aset, track record atau sejarah aset, harapan   ekonomi atas pertimbangan politik atau kebijakan pemerintah, atau kondisi aset beberapa waktu ke depan. Seperti halnya intangible assets pada umumnya, HKI merupakan aset yang mempunyai kegunaan khusus (special purpose), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang   mempunyai   hubungan tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang tidak mempunyai kepastian keuntungan di masa depan. 

Keadaan perusaahaan tempat aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berada akan mempengaruhi nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nya, maka dari itu di dalam penelitian ini dikaji secara lebih jauh mengenai tindakan yang paling tepat untuk aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat perusahaan dalam kepailitan atau dalam PKPU. Karakteristik masing - masing jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan umur ekonomisnya perlu dipertimbangkan di dalam menentukan pilihan tindakan apa yang paling baik untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dengan mengingat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset  yang memiliki kegunaan khusus (special purpose) dan mempunyai hubungan tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan,
 maka sebisa mungkin pemanfaatan Hak Kekayaan  Intelektual (HKI) dilakukan melalui mekanisme going concern dan bukan melalui mekanisme likuidasi.
 Melalui going concern HKI akan ada pada nilai tertingginya karena dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan khusus HKI tersebut (value in use). Kalaupun terdapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang akhirnya harus dilikuidasi, sebaiknya likuidasi tidak dilakukan secara seketika namun melalui going concern terlebih dahulu sehingga dapat dipilih waktu yang paling tepat untuk melakukan likuidasi. 
Cara atau tindakan melakukan optimalisasi aset HKI pada saat kepailitan antara lain akan diuraikan pada masing-masing jenis HKI:

Hak Cipta
Terdapat beberapa ketentuan mengenai Hak Cipta yang penting di dalam melakukan kajian nilai Hak Cipta pada saat kepailitan, pertama adalah ketentuan di dalam pasal 4 ayat (1) UUHC bahwa “Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum”. Ketentuan ini ditujukan untuk pemilik Hak Cipta perorangan, karena Pasal   4   ayat (1)   UUHC   tersebut   secara   tegas menyatakan hak ahli waris padahal Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang tidak bisa menerima waris atau mewariskan aset-aset yang dimilikinya. Ketentuan ini memperjelas hubungan korelasi antara Hak Cipta dengan kepribadian pencipta sehingga hak cipta tidak dapat disita, sehingga hukum kepailitan tidak dapat diberlakukan untuk hak cipta mengingat kepailitan sendiri sebenarnya adalah sita umum harta kekayaan Debitor. Berdasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (1) UUHC ini maka Hak Cipta merupakan aset Debitor yang tidak termasuk budel pailit.
Pasal 30 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Terdapat perbedaan yang jelas mengenai waktu kepemilikan Hak Cipta antara subjek hukum perorangan dengan Perseroan Terbatas (PT), Perorangan memiliki Hak Cipta selama hidupnya ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia sedangkan Perseroan Terbatas (PT) hanya memiliki Hak Cipta dalam jangka waktu 50 (lima puluh) tahun. Pasal 50 UUHC   juga   mengatur   mengenai   jangka   waktu   perlindungan   hak   terkait khususnya hak produser rekaman suara atas hasil rekaman suara dan hak lembaga penyiaran atas karya siaran, masing-masing diberikan selama 50 (lima puluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun.

Hak Cipta yang dimiliki oleh sebuah Perseroan Terbatas (PT) dapat berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan, karya musik atau rekaman suara, karya siaran, dsb. Hak Cipta tersebut    mungkin    dimanfaatkan    untuk    kepentingan    komersial, seperti memanfaatkan Hak Cipta atas karya musik dan rekaman suara untuk kepentingan produksi lagu - lagu dan memasarkannya, pemanfaatan Hak Cipta atas karya- karya pengalihwujudan untuk diproduksi dalam jumlah banyak dan dijual. Ketentuan mengenai larangan penyitaan atas Hak Cipta seperti diatur di dalam Pasal 4 UUHC hanya berlaku untuk Hak Cipta yang dimiliki oleh subjek hukum perorangan. Hak Cipta yang dimiliki oleh subjek Hukum dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dapat disita untuk kepentingan pemenuhan utang-utang Perseroan Terbatas (PT) terhadap para Kreditornya.

Hak Cipta yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas (PT) yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha,228 memiliki nilai yang hampir sama dengan Hak Merek dan Hak Desain Industri, apabila dilihat berdasarkan umur ekonomis Hak Cipta mempunyai umur ekonomis yang panjang dan lebih panjang dari paten ataupun Hak Desain Industri. Hak Cipta atas karya tulis milik perorangan dapat diproduksi dalam jumlah besar oleh pemiliknya dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial, untuk Hak Cipta perorangan mungkin masih memiliki kedekatan antara pencipta dengan karya tulisnya terlebih undang-undang memberikan hak eksklusif perorangan berupa hak moral, itulah mengapa UUHC menentukan bahwa Hak Cipta milik perorangan tidak dapat disita. Keadaan berbeda jika Hak Cipta tersebut dimiliki oleh perusahaan, Hak Cipta yang dimiliki oleh perusahaan memiliki kedudukan yang lebih mandiri jika dibandingkan dengan merek. Seperti perusahaan produksi rekaman yang mempunyai Hak Cipta atas produksi rekaman suara, bisa menjual produk rekaman suara itu, produk rekaman suara merupakan produk yang terpisah dari perusahaannya.

Hak Cipta mempunyai bermacam - macam bentuk sehingga tindakan pemanfaatan Hak Cipta sangat menyesuaikan jenisnya. Hak Cipta dalam bentuk sofwer tentunya berbeda dengan Hak Cipta dalam bentuk buku, karya tulis, jurnal, dsb. Namun secara umum Hak Cipta cenderung lebih fleksibel karena memiliki kemampuan memberi manfaat tanpa harus dikaitkan dengan entitas bisnisnya, seperti Hak Desain Industri, Paten, dan Hak DTLST. Hanya saja Hak Cipta mempunyai umur ekonomi lebih panjang atau lebih lama jika dibandingkan dengan Hak Desain Industri, Paten, dan Hak DTLST. Terhadap Hak Cipta masih mungkin untuk dilakukan likudasi secara parsial (partial liquidation). Cara mengoptimalkan Hak Cipta pada saat going concern melalui memanfaatkan sendiri Hak Cipta tersebut melalui kegiatan usaha perusahaan dan/atau melisensikan Hak Cipta tersebut kepada pihak lain. 
Paten 
Hambatan yang sering berkaitan dengan nilai paten adalah jangka waktu yang terbatas (limited period) dan faktor keusangan (obsolescence). Jangka waktu dan keusangan akan berpengaruh pada nilai ekonomis paten.229 Paten diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Paten tidak mempunyai nilai ekonomis jika jangka waktu tersebut sudah lewat, karena pemilik paten tidak lagi memiliki hak eksklusif atas patennya dan paten menjadi public domein. Hak eksklusif atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu lah yang sebenarnya menjadi alasan memasukkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai property.  Jika kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah melewati jangka waktu tersebut maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan lagi intangible asset. Produk - produk yang dihasilkan melalui penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut, tetap menjadi bagian dari tangible assets dan memiliki nilai seperti nilai pasar.

Dengan mempertimbangkan bahwa paten lebih memiliki kegunaan umum jika dibandingkan dengan merek, maka paten masih memiliki nilai saat dilikuidasi meskipun dilakukan secara parsial (partial liquidation) dari usahanya. Hanya saja yang menjadi pertimbangan di dalam melikuidasi paten adalah mengenai faktor kemanfaatannya, baik berdasarkan pertimbangan umur ekonomis maupun berdasarkan pertimbangan keusangan (obsolescence). Paten merupakan aset Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai ekonomis terus menurun karena faktor umur hukum dan faktor keusangan. Berdasarkan pada pertimbangan umur dan faktor keusangan maka untuk memanfaatkan paten perlu terlebih dahulu melihat umur efektif (sisa umur) dan persaingan teknologi baru (obscolensce). Jika dilihat berdasarkan kontribusinya dalam kegiatan usaha, paten mempunyai sifat yang lebih mandiri jika dibandingkan dengan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya. Cara pemanfaatan Paten di dalam going concern bisa dengan cara memanfaatkan sendiri paten tersebut untuk menunjang kegiatan produksi yang sudah berjalan dan syukur kalau bisa ditingkatkan fungsinya dan melisensikan paten kepada pihak lain.

Hak Merek
Merek ditujukan sebagai simbol pembeda produk atau jasa sejenis, sehingga kalau kita perhatikan merek sangat berkaitan erat dengan usaha perusahaan melebihi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jenis Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
  Terlebih jika suatu merek produk atau merek jasa telah menjadi merek perusahaannya, maka disamping merek tersebut dekat dengan produk atau jasa, merek tersebut juga dekat dengan entitas bisnisnya.
 Untuk kondisi terakhir kepailitan suatu entitas bisnis akan sangat berpengaruh pada nilai merek, lebih besar pengaruhnya daripada keadaan dimana merek hanya dipakai sebagai merek produk atau jasa dan tidak menjadi merek entitas bisnis. Semakin dekat suatu aset dengan perusahaan yang pailit, maka tingkat kegunaan aset semakin khusus sehingga nilai aset dalam likuidasi (value in liquidation) akan semakin rendah dan bahkan tidak mempunyai nilai sama sekali atau nol. Tapi sisi positifnya adalah semakin dekat hubungan aset dengan perusahaan, maka tingkat kegunaan aset semakin khusus sehingga nilai aset dalam pemanfaatan (value in use) akan semakin tinggi.

Suatu merek perusahaan yang sudah dikenal masyarakat luas dan gedung perkantoran perusahaan mempunyai cara pemanfaatan yang berbeda dalam bisnis perusahaan, dan tingkat kemanfaatan merek mungkin lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemanfaatan kantor atau bangunan. Merek yang sudah dikenal masyarakat luas mampu memberikan kontribusi besar melalui peningkatan jumlah penjualan produk dan/atau melalui peningkatan harga produk,
 sementara kantor dan bangunan hanya membantu kegiatan operasional perusahaan itupun banyak tersedia  alternatif  wilayah  atau  tempat  lain  jika sewaktu  - waktu  kantor atau bangunan tersebut tidak dapat digunakan. Berbeda dengan merek, alternatif merek pengganti tidak mudah diperoleh karena merek yang telah memiliki reputasi dan dikenal masyarakat luas, tidak mudah untuk digantikan oleh merek lainnya yang belum memiliki reputasi yang sama.
  Pada saat perusahaan going concern nilai merek   lebih   tinggi   daripada   nilai   kantor   dan   bangunan,   karena   tingkat kemanfaatan merek lebih besar. Hal ini akan berbeda saat perusahaan mengalami likuidasi atau pailit, maka nilai  merek  akan  lebih  rendah  daripada  nilai perkantoran dan gedung karena kemanfaatan merek untuk usaha perusahaan tidak bisa diberikan lagi saat perusahaan mengalami likuidasi atau kepailitan.

Jika kita hanya menilai merek berdasarkan pada kegiatan usaha, maka kesimpulan kita adalah nilai merek saat likuidasi atau kepailitan nol atau bahkan minus, karena saat likuidasi atau kepailitan perusahaan tidak lagi beroperasi padahal  nilai  merek  dipengaruhi  oleh  komersialisasi  merek  tersebut  dalam kegiatan usaha perusahaan.
 Berbeda jika kita mempertimbangkan jangka waktu kepemilikan  Merek  yang  bisa  terus  diperpanjang,  jangka  waktu  kepemilikan Merek tentu juga mempengaruhi nilai merek saat likuidasi.

Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dengan  jangka  waktu  kepemilikan  yang relatif panjang atau yang mempunyai jangka waktu tidak terbatas akan memiliki nilai lebih besar jika dibandingkan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam jangka waktu lebih pendek, hal ini sudah lazim karena semakin panjang jangka waktunya berarti kemanfaatan aset akan semakin panjang.
 Pihak pembeli tentu akan mempertimbangkan umur ekonomis aset yang akan dibelinya, suatu aset tidak akan dibeli jika tidak dapat dimanfaatkan karena telah habis umur ekonomisnya  atau  tidak  dapat  dimanfaatkan  dalam  jangka  waktu  yang  lama karena umur efektifnya tinggal sedikit.

Reputasi suatu merek merupakan inti dari nilai merek,
 kepailitan perusahaan tempat merek berada tidak berpengaruh terhadap nilai mereknya jika perusahaan masih mampu mempertahankan reputasi merek dihadapan masyarakat atau konsumen,  dan  cara  mempertahankan  reputasi  merek  saat  pailit  inilah  yang menjadi masalah utamanya. Umumnya persaingan yang tidak sehat di dalam kepailitan berpengaruh pada nilai merek, sehingga meskipun terdapat nilai merek pada saat likuidasi tapi nilai tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai merek pada saat going concern.

Dalam rangka mempertahankan nilai merek agar tetap tinggi, maka Kurator wajib untuk melakukan maintenance merek tersebut,
   termasuk memproteksi agar  tidak  kehilangan  sifat  uniknya.  Merek yang dulunya unik dan menjadi generik, tidak akan memiliki nilai. Seperti yang terjadi pada kasus Duphont, dimana   Duphont   pernah   mengalami   permasalahan   terkait   dengan   merek cellophane miliknya. Merek cellophane telah kehilangan sifat uniknya karena dulunya merek tersebut digunakan untuk nama sebuah produk yang mendapat perlindungan paten. Setelah jangka waktu paten berakhir, dan tidak ada tindakan khusus   dalam   rangka   memproteksi merek tersebut maka cellohane telah
dinyatakan sebagai merek generik melalui putusan pengadilan. Tidak lagi ada hak eksklusif atas merek cellophane karena cellophane talah menjadi nama katagori produk.

Berbeda  dengan  paten  yang  terus  menurun  karena  faktor  umur  ekonomi, merek mempunyai nilai yang terus naik, dengan syarat reputasi merek tetap dijaga dan kegiatan pengiklanan merek terus dilakukan.
  “Merek harus terus diselaraskan dan diaktivasikan bersama aset material lainnya (seperti fasilitas produksi), karena merek tidak bisa eksis tanpa dukungan barang dan jasa”.

Menjaga  reputasi  merek  itu  sangat  perlu  karena  merek  dapat  dikatagorikan sebagai aset bernilai (valuable asset) karena mampu menarik perhatian konsumen dan konsumen menghargai kwalitas merek tersebut.

Syarat untuk eksistensi merek dimata hukum adalah tetap menggunakan merek, karena tidak menggunakan merek dalam waktu lebih dari 3 (tiga) tahun akan berakibat merek dicabut.
  Hal ini menunjukkan sangat kuatnya kedekatan merek dengan usaha, dan karena alasan ini merek mungkin memiliki nilai kecil di dalam partial liquidation. Hanya saja satu dari karakteristik khusus merek yang menyebabkan merek perlu dipertimbangkan pada saat likuidasi adalah merek memiliki umur panjang karena jangka waktunya mungkin diperpanjang, alasan ini yang mendasari bahwa merek bisa dijual secara parsial (partial liquidation) meskipun nilai merek dalam likuidasi tidak lebih tinggi  dengan  nilai  merek bersama usahanya. Cara melakukan optimalisasi merek di dalam going concern adalah:

1. Memanfaatkan sendiri merek tersebut dalam kegiatan usaha ;

 2. Melisensikan merek, meneruskan kegiatan lisensi yang sudah berjalan, serta    melakukan segala tindakan seputar lisensi merek;

3. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mempertahankan reputasi dan eksistensi merek seperti kegiatan periklanan dan mengajukan permohonan perpanjangan merek yang sudah habis jangka waktunya.
Hak Desain Industri
Hak Desain Industri merupakan karya intelektual dalam bentuk desain yakni kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Dengan memperhatikan bahwa Hak Desain Industri juga termasuk dalam lingkup HKI maka Hak Desain Industri juga memiliki fungsi atau kegunaan khusus. Pertanyaannya adalah sekhusus apa Hak Desain Industri itu, apakah Hak Desain Industri lebih khusus dari merek. Hak Desain Industri mempunyai kemiripan dengan paten, karena tidak membawa reputasi perusahaan. Suatu desain dapat menarik konsumen tidak karena jaminan mutunya, tapi karena unsur estetikanya sehingga Hak Desain Industri lebih dekat dengan Hak Cipta daripada merek.

Jika suatu merek bisa diperpanjang jangka waktunya, Hak Desain Industri tidak dapat diperpanjang jangka waktu kepemilikannya dan memiliki batas waktu yang lebih singkat dari Paten dan Hak Cipta. Paten mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sedangkan Hak Cipta yang dimiliki oleh badan usaha berlaku selama 50 (lima puluh) tahun.

Nilai Hak Desain Industri dipengaruhi oleh faktor umur pemanfaatan, karena Hak Desain Industri mempunyai umur pemanfaatan yang lebih singkat dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya.
  Hak Desain Industri relatif stabil jika dibandingkan dengan merek, lebih mandiri karena tidak berkaitan langsung dengan entitas perusahaan, dan tidak terpengaruh terhadap reputasi perusahaannya.248  Hak Desain Industri mungkin memiliki kegunaan yang lebih khusus dari paten, karena Hak Desain Industri langsung dimanfaatkan untuk produk - produk tertentu atau jasa tertentu milik perusahaan, dan digunakan untuk menarik minat konsumen atas produk atau jasa perusahaan. Namun demikian, Hak Desain Industri tidak mempunyai sifat sekhusus merek, karena tidak hadir bersama kualitas pelayanan jasa atau produk perusahaan namun hadir bersama kemasan produk - produknya.   Hanya saja karena Hak Desain Industri dibatasi oleh jangka waktu yang relatif pendek maka Hak Desain Industri memiliki nilai yang lebih rendah saat likuidasi jika dibandingkan dengan merek.

Kalau dihubungkan dengan Paten dan Hak DTLST, Hak Desain Industri masih lebih terikat dengan entitas bisnisnya.  Dengan mempertimbangan umur pemanfaatan dan kemandirian fungsinya, maka Hak Desain Industri termasuk jenis HKI yang dapat dilikuidasi secara parsial (partial  likuidation).  Umur ekonomis Hak Desain Industri sangat berpengaruh di dalam memutus Hak Desain Industri masih layak dilikuidasi atau tidak. Cara mengoptimalkan Hak Desain Industri saat going concern dalam kepailitan adalah:

1.   Memanfaatkan sendiri Hak Desain Industri tersebut melalui going concern; atau

2.   Melisensikan Hak Desain Industri tersebut kepada pihak lain.

Hak Rahasia Dagang
Rahasia Dagang adalah informasi dalam bentuk metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Hak Rahasia Dagang disebutkan bahwa “informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat”. Tidak dijelaskan pengertian dari “tidak diketahui oleh umum”, padahal hal ini penting karena menyangkut legalitas suatu informasi sehingga dapat dinyatakan sebagai rahasia dagang.

Rahasia dagang tidak didaftarkan dan jangka waktu kepemilikannya tak terbatas. Undisclosed information are such informations which must not be generally known or readily accessible to persons within the relevant field, have commercial value and have been the subject of reasonable efforts by its holder to be kept secret.
 Seperti telah disebutkan di dalam bab dua bahwa suatu informasi dapat dinyatakan sebagai rahasia dagang jika memenuhi tiga syarat yakni bersifat rahasia, kerahasiaannya dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya  melalui  mekanisme  yang berlaku  di  dalam  perusahaan. Namun demikian,  tidak  terdapat  penjelasan  sampai  sejauh  mana  informasi tersebut harus dijaga atau dilindungi sehingga tetap termasuk katagori informasi yang tidak diketahui oleh umum.

Hak Rahasia Dagang menurut Undang-undang merupakan aset yang bisa diperalihkan, namun peralihan Hak Rahasia Dagang harus dilakukan secara hati- hati.  Menjaga  sebuah  informasi  rahasia  dagang  sangat  sulit,  karena  sekali informasi  rahasia  dagang  diketahui  oleh  masyarakat  maka  informasi  tersebut bukan lagi rahasia.
  Di dalam melisensikan Hak Rahasia Dagang lisensor perlu berhati-hati  atas  tindakan  pembocoran  informasi  rahasia  oleh  lisensee,  karena sekali informasi rahasia tersebut diungkapkan kepada pihak lain di luar para pihak (franchisor dan franchaisee) maka informasi rahasia dagang tersebut  tidak lagi memiliki sifat rahasia sehingga menjadi public domein.
   Di dalam kepailitan untuk pengalihan Hak Rahasia Dagang perlu melibatkan banyak pihak yakni Kurator, hakim pengawas, calon pembeli, dan karyawan tertentu yang mengetahui Hak Rahasia Dagang, dengan demikian sangat sulit untuk menjamin para pihak yang terlibat dalam peralihan Hak Rahasia Dagang untuk tetap menjaga kerahasiaan  informasi  tersebut.
    Berdasarkan  konsep  Hak  Rahasia  Dagang seperti diuraikan sebelumnya, Hak Rahasia Dagang memiliki kesamaan dengan paten proses    sehingga    mempunyai    hubungan    dengan    kegiatan    usaha perusahaan.

Jika dilihat berdasarkan jangka waktunya, seharusnya Hak Rahasia Dagang memiliki nilai tinggi pada saat likuidasi karena bisa dimiliki dalam waktu tidak terbatas. Namun kenyataannya tidak demikian, Hak Rahasia Dagang sama sekali tidak memiliki nilai saat likuidasi, karena dalam kepailitan Hak Rahasia Dagang merupakan aset yang berisiko tinggi karena tergantung pada sifat rahasia dan faktor keusangan. Selain itu Hak Rahasia Dagang memiliki kegunaan yang sangat khusus karena   menyangkut metode atau cara yang berlaku untuk suatu usaha, dengan demikian informasi rahasia dagang belum tentu bisa diterapkan untuk usaha yang berbeda.

Hak Rahasia Dagang tidak mungkin dialihkan hak miliknya, terlebih jika mekanisme peralihan Hak Rahasia Dagang dilakukan dengan melibatkan banyak pihak.
 Hak Rahasia Dagang dibatasi oleh faktor hilangnya kemanfaatan (keusangan) dan hilangnya sifat rahasia. Kalau dilihat berdasarkan jangka waktu yang tidak terbatas, Hak Rahasia Dagang memiliki karakteristik layaknya merek yang lebih panjang waktu ekonomisnya jika dibandingkan dengan aset lain. Dengan mempertimbangkan bahwa Hak Rahasia Dagang tergantung dengan sifat rahasia   maka   Peneliti   berpandangan   bahwa   Hak   Rahasia   Dagang   tidak mempunyai sifat mandiri dan sangat terikat dengan entitas bisnisnya sehingga sulit dilakukan likuidasi secara partial (partial likuidasi). Cara memanfaatkan Hak Rahasia Dagang di dalam going concern adalah:
1. Memanfaatkan sendiri Hak Rahasia Dagang melalui kegiatan going concern;

2. Memanfaatkan Hak Rahasi Dagang dengan pihak lain namun harus melalui restrukturisasi perusahaan (merger, akuisisi, konsolidasi);

3. Melakukan tindakan proteksi kerahasiaan informasi rahasia dagang dan melakukan pengembangan atau proteksi Hak Rahasia Dagang dari keusangan pemanfaatan.
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
The minimum term of protection for integrated circuit designs is 10 years from the date of registration in member states that require registration, and 10 years form the date of first commercial exploitation anywhere in the world in member states where registration is not required.
  Seperti paten nilai Hak DTLST juga dipengaruhi oleh faktor keusangan dan jangka waktu. Waktu kepemilikan DTLST relatif singkat jika dibandingkan dengan paten yakni selama 10 (sepuluh) tahun sejak pendaftaran atau 10 (sepuluh) tahun sejak pertama dieksploitasi. Seperti teori penilaian pada umumnya, umur ekonomis suatu aset akan menentukan nilai aset. Aset yang memiliki umur ekonomis singkat akan memiliki kemanfaatan yang terbatas, demikian sebaliknya aset yang mempunyai umur ekonomis panjang akan memiliki kemanfaatan yang relatif panjang.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) lebih mandiri jika dibandingkan dengan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya, karena Hak DTLST berkaitan dengan fungsi suatu produk dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan entitas bisnis tempat DTLST barada. DTLST masih mempunyai nilai jika  dilakukan  likuidasi  secara  parsial  (partial  liquidation), selama umur manfaatnya masih cukup dan masih terproteksi dari keusangan. Cara pemanfaatan Hak DTLST di dalam going concern bisa dengan :

1. Memanfaatkan sendiri hak DTLST tersebut untuk menunjang kegiatan produksi   yang   sudah   berjalan   dan   syukur   kalau   bisa   ditingkatkan fungsinya;

2.  Melisensikan hak DTLST tersebut kepada pihak lain

4.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian pembahasan maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menghambat optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di dalam kepailitan dan di dalam PKPU adalah sebagai berikut :

a.   Di dalam Kepailitan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Perseroan Terbatas (PT) tidak teridentifikasi sebagai aset di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga tidak diketahui berapa nilai aset-aset tersebut. Terkadang aset-aset tersebut juga  belum  diakui  sah  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  milik Perseroan Terbatas (PT) karena   belum terdaftar atau masih dalam sengketa kepemilikan. Untuk melakukan optimalisasi terhadap aset-aset ini tentunya memerlukan waktu dan biaya besar sementara di dalam kepailitan perusahaan juga memiliki aset-aset lain yang perlu penanganan secara cepat, belum lagi jika ada tuntutan para kreditor untuk segera mendapatkan hak-haknya dari budel pailit. Faktor-faktor itulah yang menghambat Kurator untuk melakukan optimalisasi terhadap aset Hak Kekayaan Intelektual milik Debitor.
b.   Di dalam PKPU

Kewenangan Pengurus di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mengupayakan perdamaian dengan para Kreditornya, menyelenggarakan   rapat   dengan   para   Kreditornya   untuk   menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, serta kegiatan- kegiatan yang dianggap perlu untuk ke dua hal itu. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha perusahaan, sehingga di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dijumpai faktor-faktor yang menghambat optimalisasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) tetap eksis bersama usaha dan pengoptimalisasiannya diserahkan sepenuhnya kepada managemen perusahaan, sementara peran Pengurus hanya melakukan monitoring.
Menurut   perspektif   hukum   ekonomi   Hak   Kekayaan   Intelektual   (HKI) merupakan bagian dari intangible assets dimana di dalam teori penilaian termasuk aset-aset dengan kegunaan khusus (special purpose), maka Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI) sebaiknya dimanfaatkan  bersama usaha.  Kalau kegiatan   usaha   harus   dihentikan   karena   kepailitan   dan   Hak   Kekayaan Intelektual (HKI) pada akhirnya harus dilikuidasi dalam rangka pemenuhan hak-hak Kreditor, likuidasi tidak akan berhasil kecuali dilakukan bersama usahanya. Likuidasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara parsial (partial liquidation) sebaiknya dilakukan pada saat going concern dengan mempertimbangkan sifat HKI nya dan umur ekonomis HKI nya.
Menurut   perspektif   hukum   ekonomi   Hak   Kekayaan   Intelektual (HKI) merupakan bagian dari intangible assets dimana di dalam teori penilaian termasuk aset-aset dengan kegunaan khusus (special purpose), maka Hak Kekayaan Intelektual  (HKI) sebaiknya dimanfaatkan  bersama usaha.  Kalau kegiatan   usaha   harus   dihentikan   karena   kepailitan   dan   Hak   Kekayaan Intelektual (HKI) pada akhirnya harus dilikuidasi dalam rangka pemenuhan hak-hak Kreditor, likuidasi tidak akan berhasil kecuali dilakukan bersama usahanya. Likuidasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara parsial (partial liquidation) sebaiknya dilakukan pada saat going concern dengan mempertimbangkan sifat HKI nya dan umur ekonomis HKI nya.
Saran atas penelitian ini terbagi dua, Pertama, kurator terlebih dahulu perlu memahami kapasitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki perusahaan tentunya dengan melibatkan pejabat penilai dan para pakar lainnya, dalam rangka mengetahui sejauh mana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendapat perlindungan dan memiliki prospect. Tindakan - tindakan Kurator dalam rangka  pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus diputuskan setelah mendengar pendapat para ahli. Tidak ada larangan untuk tidak mengoptimalkan HKI, namun harus dilakukan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sah menurut hukum dan ekonomi.  Di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengurus harus lebih aktiv di   dalam   kegiatan   usaha   perusahaan   termasuk   melakukan   maintenance terhadap aset-aset Debitor, karena kondisi usaha Debitor dan aset-aset Debitor akan berpengaruh pada dikabulkan atau tidak usulan damai dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap.

Kedua, kurator dan Pengurus wajib melakukan penilaian terhadap unit usaha Debitor, untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang sedang dimohonkan pailit atau PKPU apakah masih memiliki prospect dan mampu memenuhi utang-utang jangka panjang. Di dalam menilai kemampuan perusahaan, para ahli harus menyertakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian yang dinilai. Jika perusahaan  masih mungkin untuk berkembang maka tindakan yang  paling tepat  untuk  dipilih  adalah  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (PKPU). Sebaliknya jika perusahaan tidak lagi memiliki prospect dan harus dipailitkan, Kurator perlu memanfaatkan fase meneruskan usaha Debitor sebagai cara mengoptimalkan pemanfaatan aset - aset HKI. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan HKI, usaha Debitor dapat diteruskan dan pada waktu  yang tepat HKI bisa dilikuidasi. Hukum perundang-undangan perlu mengatur  standar  Pengurusan  dan  pemberesan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI) pada saat Kepailitan dan PKPU, selain itu bentuk pertanggungjawaban Kurator dan Pengurus atas nilai aset Debitor harus lebih diperjelas dengan mengkajinya dari perspektif ilmu ekonomi.
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